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Abstrak
 

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu

syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat

tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari

uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari

perkawinan poligami, bagaimana aturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatalan perkawinan

dikaitkan dengan perkawinan poligami dan bagaimana kedudukan (status) isteri dan anak-anak yang

terlanjur dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini,

penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Dalam

Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk telah dilakukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin

isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa

Undang-undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan

poligami. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang,

maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami

diberikan hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan. Suami yang melakukan perkawinan

poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat

dibatalkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, segala hak dan kewajiban antara

suami isteri menjadi tidak ada dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak

yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan status) adalah tetap sebagai anak sah. Dalam hal ini

harus dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh universitas-universitas atau lembaga swadaya

masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perkawinan mengenai prosedur perkawinan termasuk

mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

......Polygamy marriages should be conducted in accordance with the legislation in force. One of the

conditions have the permission of first wife and permission from the Religious Courts. If conditions are not

met, then the first wife the right to cancel the marriage. From the description of which raised the question

whether Law No. 1 Year 1974 on Marriage is enough to set the legal protection of the first wife as a result of

polygamy marriages, how the rules of the  legislation relating to the cancellation of marriage is associated

with polygamy marriages and how the position wife and children already born from the marriage canceled.
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To be able to find answers to these problems, the author uses the method of juridical normative study using

secondary data is data obtained from  literature and supported by an interview to the informant. Religious

Court in Decision No. 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk has done annulment. Cancellation is due to implementation

of polygamous marriages are performed without first wife's permission and consent of the Religious Courts.

Based on research by saying that Marriage Act is sufficient to protect the first wife as a result of polygamy

marriages. Polygamy is conducted without complying with the requirements stipulated by the Act without

the permission of the first wife and the permission of religious courts, then lawful wife from a previous

marriage who does not agree with the existence of polygamy marriages are granted the right by law to annul

the marriage of her husband. Marriage can be canceled if there are terms are not being met in the hold of

marriage. Husbands who do polygamous marriages without the permission of the court religion then it can

lead to marriage be reversed. With the annulment of the court decision, all the rights and obligations

between husband and wife become non-existent and the decision is retroactive annulment of the children

born within marriage, the position as as his rights are fixed as a legitimate child. Should also be made to the

community legal education by universities or non-governmental organizations engaged in the field of

marriage about marriage procedures, including the cause of cancellation of marriage.


